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FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA
NO: 138/DSN-MUI/IX/2020
Tentang

PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MEKANISME KLIRING, DAN
PENJAMINAN PENYELESATAN TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT
EKUITAS DI BURSA EFEK

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

Menimbang : a. bahwa masyarakat memerlukan panduan mengenai kesesuaian prinsip
syariah terhadap mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian
Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas yang juga merupakan
proses penting dalam perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada pasar
reguler dan pasar tunai;

b. bahwa Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas
Eek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek yang menggunakan prinsip syariah
perlu diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (dhawabith) dan
batasan (hudud) prinsip syariah;

c. bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI
Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman
Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, Fatwa
DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/I11/2011 tentang Penerapan Prinsip
Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di
Pasar Reguler Bursa Efek, dan Fatwa No. 124/DSN-MUI/X1/2018
Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa
Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan
Infrastruktur Investasi Terpadu belum mengatur secara memadai
mengenai ketentuan (dhawabith) dan batasan (hudud) prinsip syariah
untuk Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas
Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c,
DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Penerapan
Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan

Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa
Efek.

Mengingat : 1. Firman Allah SWT:
a. Q.S. al-Qashash (28): 26:
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“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku!
Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena
sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk
bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat
dipercaya’.”

b. Q.S. al-Bagarah (2): 283:
L5 5 U 23 il sl Ly Shar gl 35

“..maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,
hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan
hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

c. Q.S. al-Ma’idah (5): 1:

Y-~ TS (P o UV o
“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...”

d. Q.S. al-Ma’idah (5): 2:
ah O 1 &80 gl s AT JE 1570 Y5 B s 1 150
EA oY
“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan
dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat
berat siksaan-Nya”

e. Q.S. al-Isra’ (17): 34:
Vi 58 28 & 2 1555

“..dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta
pertanggungjawabannya. ”

f. Q.S. al-Nisa’ (4): 58:
138E OF ol (,.5; 15 s i 1 S S a3
o L O a1 81, 4 Sy L G 0L

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada

yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum
di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.
Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.
Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

g. Q.S. al-Kahfi (18): 19:
Jasy W u:n;u&{.,:n;” AN "”sgww Glitgt
B andl 1848 S5 g S5 B0 2 A S 45 i
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“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara
mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata,
“Sudah berapa lama kamu berada (di sini)? ” Mereka menjawab,
“Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang
lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada
(di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke
kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat
manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian
makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut
dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”

h. Q.S. Yusuf (12): 55:

A Bix 9.6 28 GIF L sher JU
Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri

(Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai
menjaga, dan berpengetahuan.”

i. Q.S. Yusuf (12): 72:
S U5 gy g Ax G5l g1 a1
Mereka menjawab, “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang

dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan
seberat) beban unta, dan aku jamin itu.”

j- Q.S. al-Nisa’ (4): 29:
A5 3 532 555 3T el Ly SN 8569 1547 il ol

s

“Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali
dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di
antara kamu...”

k. Q.S. al-Baqgarah (2): 275:
e odl g BB o el P WS S VU 68T il
e g st S8 P FE 5l 4 3T g8 2 14 o8 g
R il Sl A5 s ] o3 Gl Wl @iy e
NPEvAY
“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan
seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang
demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan
riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari
Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya
dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah.

Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka,
mereka kekal di dalamnya.”
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1. Q.S. al-Baqgarah (2): 278:

gt B P e s BT gl e

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah
dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang
beriman.”

m. Q.S. al-Maidah (5): 90-91:
cfN L i gt ) NN SLaNT g 2ol 2o HEER ] L@Jt
5] W‘)ojM$ Sy B30 st Ly 53 S v
PGV gl $3 58 Slass M&j,‘;s

“Wahai orang-orang yang bertman! Sesungguhnya minuman
keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib
dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk
perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar
kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan
hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di
antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah
dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?”

2. Hadis Nabi s.a.w.:
a. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah:
0 s 6 oy B B Lo & 05t 8T 2 B g B3h ol 0e
~ o, e ,: r % & : os
°:Muj5; s ode JB fSas T A5T B b
Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:
“Menunda pembayaran utang orang yang mampu adalah

kezhaliman dan apabila seorang dari kalian oleh utangnya
dialihkan kepada orang kaya, hendaklah dia ikuti.”

b. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat
Ahmad dari Ibnu ‘Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

4

Y55 Yd‘g‘-’pﬂ”’ 4‘1—‘“&‘ L}«”‘md}ﬁ)tﬁ wwsdo.ﬂ.&}y

P

e

Diriwayatkan dari ‘Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah s.a.w.
menetapkan: “Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain
dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang
ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang
merugikannya).”

c. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani:
Lisale 8 Lo o Jpt s ol 36 ol 5 a8 B o7 58 56
Fpdadisuiz 320 Y00 p Ltls ] cralndtl i s LAY 1 0
Wx =5 86 v By ST
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Diriwayatkan dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari
kakeknya, Rasulullah s.a.w. bersabda: “Shulh (penyelesaian
sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di
antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang
halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat
dengan syarat-syarat yang mereka sepakati kecuali syarat yang
(disepakati itu) mengharamkan yang halal atau menghalalkan

BN ]

yang haram.”.

d. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dari Busr
bin Said r.a.:

W L85 W A sl 16 S gusdh s OF
O ccdadl W i U b 2l U il 3 o 2oy
GUF g LI (e L b LD 8 Jpisage I 2le
IS5 I S F a8 e el gt b o & 554 S

BLlay
Bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki berkata: “Umar mempekerjakan saya
untuk menghimpun sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah
saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar
saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya
karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang diberikan
kepadamu; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul,
lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang
kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila

kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan
bersedekahlah”

e. Hadis Nabi riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah:

Al oy o5 o T we B G E I O L e 28
o’/‘j/.; 0N RV g 4 w}ué;ﬂ!)’uﬁ! & ale A A M,G‘LEL; Jiﬁg'o.fj

s 0F 3 LSS L a0 F 3 Mg pYssd o 4
“Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mu’min dari
berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan
memudahkan kesulitan-kesulitannya di hari kiamat. Dan siapa
yang memudahkan orang yang sedang kesulitan, niscaya akan
Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat, dan siapa yang
menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya di dunia

dan akhirat. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba-
Nya menolong saudaranya.”

f. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa’id al Khudri:
A s e ot Lo 13T g e & LG 1 sl s L T
5 S 35 S L2 £ S L ol 86
Ll b s 2 W B B U f S 1 03
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“Sekelompok sahabat Nabi s.a.w. melintasi salah satu kampung
orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan
makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat
kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat:
‘Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-
ruqyah?’ Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami;
kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada
kami.” Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan
sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-
Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke
kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian
menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh
mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w.
Beliau tertawa dan bersabda, “Bagaimana kalian tahu bahwa
surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan
berilah saya bagian.”

g. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari dari Salamah bin al-Akwa’:
Al do I g2 ol 8 s e b1 B g G L2
wle Lot Vs 57 4800 Y g S o s
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“Kami sedang duduk bersama Nabi s.a.w. kemudian didatangkan
Jjenazah seorang laki-laki (untuk disalatkan). Maka para sahabat
memohon (kepada Nabi): ‘Salatkanlah ia!’. Rasulullah s.a.w.
bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab,
Tidak’. Rasulullah s.a.w. bertanya lagi, ‘Apakah ia meninggalkan
suatu (harta)?’ Sahabat menjawab, ‘Tidak’. Maka, beliau
mensalatkannya. Kemudian didatangkan lagi jenazah lain, para
sahabat berkata: ‘Wahai Rasulallah, salatkanlah ia!’. Rasulullah
pun bertanya, ‘Apakah ia mempunyai utang?’ Sahabat menjawab,
‘Ya'. Rasulullah s.a.w. bertanya lagi, ‘Apakah ia meninggalkan
suatu (harta)?’ Sahabat menjawab, ‘ada 3 Dinar’. Maka, beliau
mensalatkannya. Kemudian didatangkan lagi jenazah ketiga, para
Sahabat berkata: ‘Wahai Rasulallah, salatkanlah ia!’. Rasulullah
s.a.w. bertanya, ‘Apakah ia meninggalkan suatu (harta)?’ Sahabat
menjawab, ‘Tidak'. Lalu Rasulullah pun bertanya, ‘Apakah ia
mempunyai utang?’ Sahabat menjawab, ‘ada 3 Dinar’. Rasulullah

i
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berkata, ‘Salatkanlah temanmu itu’ (beliau sendiri tidak mau
mensalatkannya). Lalu Abu Qatadah berkata, ‘Salatkanlah ia
wahai Rasulallah, saya menjamin utangnya, ya Rasulallah’. Maka
Rasulullah pun menshalatkan jenazah tersebut.”.

3. Kaidah fikih:

i 2 e s 3l STy e clueal g el -

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh
dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”

9\&,’.}? J:\.Z_; ’é:@ sl =
“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan
sedapat mungkin.”.
J /l l, __C
“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan. .

asaia.dua““) g;“rw‘ a5 >

“Tindakan atau kebijakan Imam [pemegang otoritas] terhadap
rakyat harus berorientasi pada mashlahat.”.

CJW‘ Az fe Jifatidigs —a

“Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada
mengambil kemaslahatan.”

~

s s g J st -

“Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan
haram, haram pula hukumnya.”

EEER ;
“Yang mengikuti itu sama hukumnya dengan yang diikuti.”

Memperhatikan : 1. Pendapat ulama, antara lain:
a. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, VIII, h. 323:

S SEN s S Iyt S o(alat) s ] g2 el F
Y By sy ] dels kg Py e g s ST
J.udﬂ 4.3\.@.31 L ad J.J»\ axly é! o—U-J g,..o.,u 4y t‘ gy

“... Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju’alah; sebab
pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas
(bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak
yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan
seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan)
padahal (orang/pemiliknya) perlu agar kedua barang yang hilang
tersebut kembali; sementara itu, ia tidak menemukan orang yang
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mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa
imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar
akad ju’alah untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun
(bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas.”

b. Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa’id
dalam Nail al-Authar, juz 4, h.527:

5 s g L8 S 5 5 o O 2 g5 af 3

“Hadis Busr bin Sa’id tersebut menunjukkan pula bahwa orang

yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru’ (semata-mata

mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima
imbalan.”

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995

Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608) dan Peraturan
Pelaksanaannya;

3. Subtansi fatwa DSN-MUI:
a. Fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang
Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;

b. Fatwa DSN-MUI Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar
Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar
Modal;

c¢. Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 tentang
Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek
Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek;

d. Fatwa DSN-MUI Nomor: 103/DSN-MUI/X/2016 tentang Novasi
Subjektif Berdasarkan Prinsip Syariah;

e. Fatwa DSN-MUI Nomor: 124/DSN-MUI/X1/2018 tentang
Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa
Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan
Infrastruktur Investasi Terpadu.

4. Surat dari PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia No. KPEI-

0367/DIR/0319 tertanggal 25 Maret 2019;

5. Pendapat dan saran para peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari
Rabu tanggal 13 Shafar 1442 H / 30 September 2020 M di Jakarta.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : FATWA TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM
MEKANISME KLIRING, DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN
TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS DI
BURSA EFEK

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
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1. Kliring adalah proses penentuan hak dan kewajiban bagi setiap
Anggota Kliring yang timbul dari Transaksi Bursa dan/atau transaksi
di luar bursa.

2. Netting adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan
kewajiban untuk menyerahkan atau menerima sejumlah Efek tertentu
untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau
membayar sejumlah dana untuk seluruh Efek yang ditransaksikan.

3. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek
sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai

jual beli Efek, pinjam-meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai
Efek atau harga Efek.

4. Penyelesaian adalah pemenuhan kewajiban Anggota Kliring kepada
Lembaga Kliring dan Penjaminan dan pemenuhan hak Anggota
Kliring oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan atas Transaksi Bursa
yang dilakukan dengan Kliring secara Netting dan pemindahbukuan
secara elektronik atau fisik.

5. Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah kewajiban
Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung
mengambil alih tanggung jawab Anggota Kliring yang gagal
memenuhi kewajibannya berkaitan dengan Penyelesaian Transaksi
Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan
cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada Anggota Kliring
yang bersangkutan.

6. Pinjam-Meminjam Efek adalah kegiatan pinjam-meminjam suatu
Efek antara Pemberi Pinjaman dengan Lembaga Kliring dan
Penjaminan sebagai penerima pinjaman atau antara Lembaga Kliring
dan Penjaminan sebagai pemberi pinjaman dengan pihak yang
membutuhkan Efek sebagai Penerima Pinjaman dengan menyerahkan
agunan dalam rangka mendukung aktivitas Transaksi Bursa.

7. Cadangan Jaminan adalah akumulasi dana yang berasal dari
penyisihan laba bersih Lembaga Kliring dan Penjaminan dalam
bentuk kas atau setara kas yang digunakan untuk melakukan
Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan
Penjaminan.

8. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan
sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan
beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara
mereka.

9. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah pihak yang
menyelenggarakan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian
Transaksi Bursa.

10. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah
memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai
hak untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai
dengan peraturan Bursa Efek.
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11. Anggota Kliring-adalah Anggota Bursa Efek atau pihak lain, yang
memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan
Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan peraturan
Lembaga Kliring dan Penjaminan.

12. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat
berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit
Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek,
dan setiap derivatif dari Efek.

13. Efek Syariah adalah Efek yang tidak bertentangan dengan prinsip
syariah di Pasar Modal dari segi:
a. Akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
b. Aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan
usaha; dan/atau

c. Aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya.

14. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar
dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh
saham dari Perseroan selaku penerbit.

15. Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah adalah Efek Bersifat
Ekuitas yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang
diterbitkan oleh otoritas dan/atau pihak lain yang diberikan izin oleh
otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Hawalah adalah pengalihan kewajiban (hawalat al-dain) dan hak
(hawalat al-haqq) dari satu pihak (Anggota Kliring) kepada pihak lain
(Lembaga Kliring dan Penjaminan).

17. Hawalah bi al-Ujrah adalah Hawalah yang disertai dengan imbalan
berupa ujrah (fee).

18. Wakalah adalah pemberian kuasa dari Muwakkil kepada Wakil untuk
melakukan perbuatan hukum tertentu.

19. Wakalah bi al-Istitsmar adalah Wakalah untuk menginvestasikan dan
mengembangkan modal Muwakkil baik dengan imbalan (Wakalah bi
al-Ujrah) maupun tanpa imbalan (Wakalah bi ghairi al-Ujrah).

20. Ju’alah adalah pemberian imbalan (reward/ ‘iwadh/ju’l) tertentu atas
pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

21. Mudharabah adalah kerja sama suatu usaha antara pemilik modal
(malik/shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan
pengelola (‘amil/mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara
mereka sesuai nisbah yang disepakati.

22. Bai‘ adalah pertukaran harta yang bertujuan mengalihkan
kepemilikan harta tersebut.

23. Bai al-Musawamah adalah jual beli dengan kesepakatan harga yang
wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan.

24. Bai’ al-Ma’dum adalah jual beli yang obyek (mabi’)-nya tidak ada

pada saat akad, atau jual beli atas barang padahal penjual tidak
memiliki barang yang dijualnya.
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25. Bai’ al-Maksyuf adalah jual beli secara tunai atas barang yang bukan
milik penjual dan penjual tidak diberi izin oleh pemilik untuk
menjualkan, atau jual beli secara tunai atas barang padahal penjual
tidak memiliki barang yang dijualnya.

26. Short Selling (jual kosong) adalah suatu cara yang digunakan dalam
penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan
harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.

27. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran harta ribawi
(al-amwal al-ribawiyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok
utang secara mutlak.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Mekanisme Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa
atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek boleh dilakukan dengan
syarat sesuai prinsip syariah sebagaimana ketentuan yang terdapat
dalam fatwa ini.

2. Lembaga Kliring dan Penjaminan boleh melakukan Kliring dengan
cara Netting atau per transaksi, dan Penyelesaian Transaksi Bursa
dengan cara pemindahbukuan.

3. Efek Bersifat Ekuitas yang dijadikan objek Kliring dan Penjaminan
Penyelesaian Transaksi Bursa yang sesuai dengan prinsip Syariah,
wajib berupa Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah.

Ketiga : Ketentuan tentang Subjek Hukum

Subjek hukum dalam Proses Kliring, Penyelesaian dan Penjaminan
Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas antara lain:

a. Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan

b. Anggota Kliring.

Keempat : Ketentuan tentang Kliring, Penyelesaian dan Penjaminan
Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas

1. Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas oleh dan antara Anggota
Bursa untuk kepentingan investor menggunakan akad Bai’ al-
Musawamah.

2. Hubungan hukum antara investor (penjual dan pembeli) dan Anggota
Bursa dalam jual beli Efek menggunakan akad Ju 'alah.

3. Setiap Transaksi Bursa yang menimbulkan hak dan kewajiban maka
hubungan hukum antar Anggota Bursa (Anggota Kliring) beralih
menjadi hubungan hukum antara Anggota Kliring dengan Lembaga
Kliring dan Penjaminan pada saat Transaksi Bursa mengikat
berdasarkan prinsip Hawalah bi al-Ujrah.

4. Dalam hal Anggota Kliring tidak dapat memenuhi kewajibannya
dalam Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas, dan
Lembaga Kliring dan Penjaminan menggunakan dananya (Cadangan
Jaminan) untuk memenuhi kewajiban Anggota Kliring tersebut maka
Lembaga Kliring dan Penjaminan tetap wajib menyelesaikan
transaksi tersebut dari berbagai sumber dana dan dilarang )4y
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Kelima

Keenam

Ketujuh

Kedelapan

mengenakan imbalan yang mengandung unsur ribawi atas
penggunaan dana tersebut.

5. Dalam hal Anggota Kliring tidak dapat memenuhi kewajibannya
kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyerahkan Efek
maka dapat dikenakan ta 'widh (ganti rugi) dan/atau ta zir (denda).

6. Pengenaan ta 'widh (ganti rugi) harus mengikuti ketentuan (dhawabir)
dan batasan (hudud) sebagaimana terdapat dalam fatwa Nomor
43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (7a'widh) antara lain
ketentuan bahwa ta ‘widh (ganti rugi) harus berupa kerugian riil yang
dapat diperhitungkan dengan jelas.

7. Pengenaan ta zir (denda) harus mengikuti ketentuan (dhawabit) dan
batasan (hudud) sebagaimana terdapat dalam fatwa No. 17/DSN-
MUI/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-
Nunda Pembayaran, dan Dana yang berasal dari pengenaan fa zir ini
tidak dapat diakui sebagai pendapatan.

Ketentuan tentang Pengelolaan Dana Jaminan

Pengelolaan Dana Jaminan dilakukan dengan prinsip Mudharabah,
Wakalah bi al-Istitsmar atau akad lain yang sesuai dengan prinsip
syariah.

Ketentuan tentang Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Efek

1. Dalam hal Penyelesaian Transaksi Bursa sesuai dengan prinsip
syariah memerlukan adanya transaksi Pinjam-Meminjam Efek
(securities lending and borrowing), maka transaksi tersebut tidak
boleh bertentangan dengan prinsip syariah antara lain mengandung
Riba.

2. Pinjam-Meminjam Efek tidak boleh untuk memenuhi kewajiban yang
timbul dari transaksi Bai’ al-Ma’dum / Bai’ al-Maksyuf (Short Selling
[jual kosong]).

3. Selain Pinjam-Meminjam Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan
perlu mengembangkan mekanisme layanan pemenuhan kewajiban
penyerahan efek yang sesuai dengan prinsip syariah.

Penyelesaian Perselisihan

Penyelesaian perselisihan wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

a. melalui musyawarah mufakat,

b. melalui lembaga penyelesaian perselisihan, antara lain melalui Badan
Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau Pengadilan Agama
apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan
disempurnakan sebagaimana mestinya.
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